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Pertama, Model Orientasi Pembangunan Ekonomi dimana

Pertumbuhan PDB hanya sebagai faktor Indikatif, yakni Pertumbuhan

Ekonomi tersebut dicapai melalui Pemerataan (growth through Equity).

Misalnya Malaysia melalui NEP dengan Kebijakan Pemihakan kpd

kaum Bumi Putera Zaman Mahatir (1981 – 2003) atau Jepang dan

Taiwan awal2 Pembangunannya melalui UMKM atau Korea Selatan

melalui Land Reform..

Kedua, Model Pertumbuhan Ekonomi Bersama Pemerataan (Growth

with Equity) Zaman Soeharto (1974 – 1978) di Indonesia dengan

Pertumbuhan rata2 7,5% bersamaan dengan 8 Jalur Pemerataan,

Atau Thailand melalui pembangunan Agro-Industri rakyat scr besar2an

Ketiga, Model Orientasi Pertumbuhan Ekonomi at all cost (GDP

Oriented). Seperti Indonesia di Era Reformasi lewat Privatisasi

besar2an (2000 – 2014) dan melalui Utang LN dan pembangunan

Infrastruktur fisik besar2an (Tol, Pelabuhan Udara dan Laut, LRT,

MRT, IKN etc) (2014-2023). Juga di China lewat Zona Ekonomi

khusus. Bedanya di Ina peran Negara Minimum, smntr di China ada

Peran Negara Totaliter Komunis yang sngt kuat menjaga Pemerataan

dan Pemberantasan Korupsi yang konsisten..

Ada Tiga Model 
Orientasi

Pembangunan Ekonomi 
di Negara-Negara 

Berkembang



Paradigma Pembangunan yg
hanya Mengejar Pertumbuhan

Ekonomi Tinggi (GDP Oriented) (1)

Terjadi “trickle-up” : bukan “trickle
down effect” seperti jargon
pembangunan (berbasis liberalisme),
yakni menetesnya hasil-hasil
pembangunan ke daerah dan
pedesaan serta rakyat

Proses “Trickle- up” Sumber-sumber
daya dan hasil-hasil Pembangunan itu
mengalir dari daerah-daerah dan
pedesaan ke kota-kota besar dan ibu
kota serta ke para pelaku
pembangunan (pelaku bisnis dan elit-
elite pendukungnya di Ibu kota & kota-
kota besar) di NSB/Indonesia.



Pembangunan yg hanya Mengejar
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (2)

Trickle Up Juga terjadi dari Indonesia ke
pusat-pusat metropolis dunia (ke
negara-negara maju dgn pusat-pusat
keuangan dunia di New York, Berlin,
Paris, London, Tokyo, Beijing dst.)

Sementara daerah-daerah dan 
pedesaan (dgn SDA dan SDM 
didalamnya), terjadi :

Pengeringan Likuiditas Daerah2

Marginalisasi Ekonomi Rakyat

Ketimpangan semakin
Memburuk



Pembangunan yg hanya Mengejar
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (3)

● Penyusunan RAPBN & RAPBD (meski dlm era Otda), akan tetap
memilih alokasi Fiskal, moneter dan perbankan yg “Sensitif thd
Pertumbuhan PDB/PDRB” (makin padat modal & teknologi dan 
makin rendah Penyerapan Tng Kerja) ===> makin menyulitkan
dlm Mensejahterakan Rakyat di Daerah2 & makin Menajamkan
Ketimpangan (antar gol.pendapatan, antar Sektor & antar
Wilayah)

● Dg Sistem Politik dan Pemilu yg “High Cost”, maka Proses
“mningggalkan Orientasi kpd Kesejahtraan Rakyat” makin nyata, 
apalagi Elit2 (Pusat + daerah2) yg Eksekutif di Pusat & Kepala
Daerahnya trpilih dg Politik Uang dan Transaksional. Dus, 
Pembangunan Nasioinal dan Daerah2 makin tidak demokratris
dan makin tidak berkelanjutan (Ekonomi, Sosial & ekologi)…



Pembangunan yg hanya Mengejar
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (4)

● Di Era Reformasi, UU : BI, Perbankan, Lalu Lintas Devisa, 

Pasar Modal, dst (yg mrpkn bagian yg memprkuat GDP 

Oriented) bersifat “Againt to Otda, Decentrlized Economy and 

Political democratic”, krn bersifat “Financial Centralism” , shg

yg dikorbankan adlh UMKM & Daerah2  yg makin jauh dari

Jakarta…

● Infrastruktur (Fisik, Sosial, Ekonomi, Politik, Soft) mendukung

/ Follow to GDP Orineted yang mngorbankan UMKM dan 

Daerah2 serta Golongan Pendapatan Rendah baik scr 

Nasional maupun di internal Daerah tersebut.…



Asta Cita Pemerintahan Prabowo tdk secara Tegas adanya Platform 
utk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi & Ketidakadilan Sosial
(Nomor 6 lebih menmunjukan strategi GDP Orinterd “Trickle Down Effect” sprt semua orientasi Pemert.Era Reformasi) 



Delapan Jalur Pemerataan dalam Pemerintahan Soeharto:
(Dalam Trilogi Pembangunan: Pemerataan, Pertumbuhan dan stabilitas)

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak,    

khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).

• Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

• pelayanan kesehatan.

• Pemerataan pembagian pendapatan.

• Pemerataan kesempatan kerja.

• Pemerataan kesempatan berusaha.

• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan

• khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

• Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.

• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.



Mengapa terjadi “Kekecualian” dari gejala umum “trickle- up” di 
NSB ? ( seperti Jepang, Korsel, China, Turki, Malaysia, Thailand dst.)

Karena ada proses “heterodoxi” pembangunan (keluar dari mainstream)
dengan ciri-ciri secara makro :

- Ada idelogi nasional yang kuat untuk mengahadapi hegemoni negara-
negara maju ( Advance Capitalist State)

- Peran “Active State” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal thd
pasar dan mencegah kaum modal untuk mengendalikan negara menjadi
alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri

- Adanya indepedensi kebijakan pembangunan

- Adanya Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan
berbasis Suitainable Development (ekonomi, social dan ekologi)

- Adanya kemandirian pangan, energi, financial, teknologi dan pelaku
bisnis utk Kepentingan Nasional.



Dampak GDP Oriented di Indonesia

Dua Faktor Yang Mempengaruhi Resesi
& Perekonomian Global (2020-22)

1. KETIDAKADILAN / Ketimpangan : Antar golongan pendapatan, antar
daerah, antar sektor dan Penguasaan asset (material power 
Index meninngkat dari 678.000 X thn 2014 menjadi 1.263.000 X , thn
2024)

2. Kebocoran dan korupsi (Era Orba rata2 30% meningkat di era 
reformasi, antara 30 s/d 57%)

3. Otonomi daerah yang belum mensejahterakan rakyat (baru
sekitar 10%  dari para Kpl daerah yang dinilai berhasil)

4. PROBLEM EKOSISTEM POLITIK YANG MENYUBURKAN OLIGARKI BISNIS 
SHG BERDAMPAK Indonesia mengalami “middle income trap”

5. ‘struktur tempayan dalam perewkonomian” menuju
“strktur belah ketupat” hapir tidak ada perubahan.



Pertumbuhan Semakin Menurun

● Ekonomi Tumbuh 1970-1997 adalah 7,5%

● Ekonomi Tumbuh 2005-2014 adalah 5,72%

● Ekonomi Tumbuh 2015-2019 adalah 5,03%

● Ekonomi Pasca Covid (2023-2025)  Adalah rata-rata 

sek.5,0%

● Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi tinggi, 

Bagaimana Caranya?

Sumber: Awalil Rizky (2019)



PDB Per Kapita naik namun tidak begitu memukau dibandingkan

Vietnam dan China, Apa yang Salah?

• Perbandingan: PDB per kapita Indonesia meningkat 22 kali lipat Era Orba dari 70 USD (1970) menjadi 1500 

USD (2000), namun hanya 3,3 kali lipat di Era Reformasi dari 1500 USD (2000) menjadi 5000 USD (2025).



Masalah Struktural: Pasar Tidak Sehat



Rasio Gini Pengeluaran •Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,375. 
Angka ini menurun 0,006 poin jika dibandingkan dengan gini ratio 
September 2024 yang sebesar 0,381 dan menurun 0,004 poin jika
dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379.

•Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar
0,395; turun dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,402 
dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,399.
•Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar
0,299; turun dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,308 
dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,306.

•Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2025, 
distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah
adalah sebesar 18,65 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di 
daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,64 persen. 
Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,75 
persen (Sumber: BPS).
•Catatan: Tapi Kalau diukur oleh RAIO GINI PENDAPATAN, 
sebenarnya mendekati 0,5 atau SANGAT BURUK.



Catatan : berdasarkan dokumen yang diterbitkan Badan Nasional pada 2022, rasio gini
pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58, yang juga sangat buruk. Perkiraan di lapangan, 
lebih buruk lagi, diperkirakan rasio Gininya 0,72

https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/28dadf6f9272fcdcbc1b0591620db743.pdf


Berdasarkan survei Credit Suisse, 
1 persen orang terkaya di 
Indonesia menguasai 49,3 persen
kekayaan nasional.
Pada peringkat pertama ditempati
Rusia yang mencapai 74,5 persen. 
Selanjutnya, negara India menjadi
peringkat kedua negara tertimpang
dengan 58,4 persen. Lalu disusul oleh 
Thailand yang mencapai 58 persen. 
Dan Indonesia sebanyak 49,3 persen.
Ketimpangan kekayaan antara
orang kaya dan miskin di Indonesia 
termasuk paling buruk di dunia. 
Berdasarkan survei lembaga
keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 
persen orang terkaya di Indonesia 
menguasai 49,3 persen kekayaan
nasional. Kondisi ini hanya lebih baik
dibanding Rusia, India, dan Thailand
(Sumber: Credit Suisse)

https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4
https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56afaf979/ketimpangan-ekonomi-indonesia-peringkat-4


Indeks Oligarki
Data Indeks Oligarki (Material Power Index):
(Rata2 40 orang Terkaya / PDB per kapita)
Perkembangan indeks oligarki dari
2011 (632.750 X) ke 2023 (1.236.795) (lihat Infografik
bbrp Negara 2011-2023 Dimana th.2011 Indonesia 
kedua terburuk menjadi Pertama Terburuk di dunia). 
Implikasi indeks terhadap kebijakan dan ekonomi :

A.l distorsi thd Perundang-undangan (UU Minerba, 

UU KPK baru, UU MK, UU Omnibus Law Cipta-

Kerja dan Kesehatan, Perpanjangan masa Jabatan

Komisioner KPK dan MK, Kptsn MK soal

pencawapresan Gibran dll yang tdk comply thd

UUD’45 dengan segala dampaknya thd

Perekonomian dan Perpolitikan Nasional (yang 

sngt menguntungkan dan makin memperkuat

OLIGARKI BISNIS maupun POLITIK)



sumber : www.Kompas.id, 2 September 2025:



KETIMPANGAN FINANSIAL SANGAT BURUK



Kurs Rupiah (terhadap USD)

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Tiga Langkah Utama Perubahan Teknokrartis

1. Orientasi Pembangunan hrs Lebih Inklusif / Berkeadilan
Sosial dalam Paradigma Pembangunan

2. Memperbaiki Kelembagaaan Institusi Sosial-Ekonomi 
Seperti BULOG, KPPU Dan KPK

3. Tujuan: Mengurangi ketimpangan (dalam rangka mencapai
Pemerataan dan Adil-Makmur utk Semua) serta
menciptakan pasar yang lebih sehat.



Revitalisasi Bulog

IMPLIKASI KELEMBAGAAN SETELAH 
HADIRNYA BADAN PANGAN NASIONAL

Bulog setelah 2003 menjadi perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, 

Bulog mempunyai lini bisnis yakni logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan

karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

Peran awal bulog diganti badan pangan nasional UU 18/2012, menjadikan Peran 

BULOG sbg Stabilisator Pangan dan Penjamin akses Rakyat akan Kebutuhan Pokok

yang terjangkau menjadi terganggu Efektivitasnya



KPPU Perlu Diperkuat Kewenangannya

• Pemerintah perlu melakukan berbagai reformasi, khususnya di bidang ekonomi untuk mengatasi
permasalahan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh konsentrasi ekonomi pada beberapa pelaku
usaha besar.

• Menurut data yang disampaikan, nilai Material Power Index Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-
negara lain, karena aset nasional dikuasai oleh 40 orang terkaya nasional.

• Penguatan KPPU dengan kewenangan penegakan hukum seperti penyadapan perlu dilakukan agar dapat
segera mengumpulkan dua alat bukti. Sehingga proses penanganan perkara bisa berlangsung lebih cepat.

• KPPU, sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha dari 10 negara ASEAN yang tidak memiliki
kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan/atau sita dokumen dalam proses pengumpulan bukti
atas pelanggaran hukum persaingan usahanya.

• KPPU Perlu ditingkatkan Kemwenangannya selevel KPK (dg UU lama) dimana fungsinya disamping
bagaimana mnyehatkan mekanisme pasar, mencegah dan memberantas Oligpolisasi dan Kartelisasi
Perekonomian srt menghilangkan Struktur Oligarki.



KPPU Tdk Memiliki Kewenangan Penindakan Hukum Yg Kuat



Sumber: https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn, diolah
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2000-2011: Range 0-10 ; CPI 0 = highly corrupt 2012-2024: Range 0-100; CPI 100 = very clean

Notes : Terdapat perbedaan metode penilaian dari rentang waktu 2000-2011 dan rentang waktu 2012-2024
2000-2011: rentang nilai 0-10, kriteria CPI 0 = highly corrupt ; 2012-2024: rentang nilai 0-100, kriteria CPI 100 = very clean

INDEX KORUPSI INDONESIA 2000 - 2024
MASA JAYA KPK 2015-2019 Ketika KPK sbg Komisi Negara yang Independen. KPK DILUMPUHKAN 2019-2024, Korupsi Merajalela

KPK kembali sebagai Komisi Negara Independen
Perubahan Peran KPK: Dari komisi negara independen menjadi lembaga eksekutif.

• Perlu UU KPK yang menempatkan Kembali sbg Komisi Negara yang Independent (sprt dalam UU yg lama)



R E K O M E N D A SI :
perlunya refoma ekonomi-politik

Secara mendasar & MENYELURUH(I)

Dua Faktor Yang Mempengaruhi Resesi
& Perekonomian Global (2020-22)

● MENGGESER ORIENTASI PEMBANGUNAN YANG TERLALU “GDP ORIENTED” KEARAH 
“SUSTAINABLE GOWTH” (EKONOMI, SOcIAL & ekologi) WITH EqUITY”

● GDP sebagai factor indikatif yang harus diikuti oleh tujuan mencapai
keberlanjutan scr ekonomi, social dan ekologi serta target 
pemerataan dengan indikartor yang kongkrit dan terukur dari waktu
kr waktu srt inline dg kebijakan fiscal, moneter, perbankan dan tata 
ruang scr nasional dan daerah2.

● Reforma pengelolaan fiscal dan moneter yang terlalu
terkonsentrasi di kementrian keuangan perlu direform dengan dipisah
dimana bappenas sebagai perencana peereonomian nasional sekaligus
sebagai pengelola otoritas fiscal bersama kemenkeu (jg sbg
bendahara negara), bank Indonesia sbg pemegang otoritas moneter
dan ada badan penerimaan pendapatan negara.



Dua Faktor Yang Mempengaruhi Resesi
& Perekonomian Global (2020-22)

● Perlunya dikembalikan Kpk sbg komisi negara yng independent dan 
menaikan status kppu sbg komisi negara yg independen selevel kpk. Kpk
yang kuat, independent dan governance ditargetkan untuk menurunkan
korupsi scr signifikan. Smntr kpPu ditargetkan menyehatkan pasar dan 
para pelaku ekonominya srt mencegah kartelisasi dan oligarki ekonomi
dan jd penopang pemerintah dalam mendorong pelaku ekonomi jadi pemain
industrial yang efisien dan inovatif.

● Adanya indicator-2 sukses otonomi daerah-2 dg incintive dan disincentive 
dalam alokasi fiscal daerah (dau dan dak) srt desentralisasi fiscal dan 
dilakukan perangkingan daerah-2 yang sukses

● perlunya revisi uu politik yang melarang sumbangan kpd parpol dan 
elitnya seraya membiayai sepenuhnya oleh apbn parpol yang memenuhi
parlementary threshold. kemudian memfokuskan korporasi sebagai
pemain industrial yang efisien dan innovative dengan memperkuat
berlakunya uu hlirisasi yang menguntungkan perekonomian nasional..

PERLUNYA REFOMA EKONOMI-POLITIK
SDECARA MENDASAR (II)

DUA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RESESI

& PEREKONOMIAN GLOBAL (2020-22)



PERLUNYA REFOMA EKONOMI-POLITIK
SDECARA MENDASAR (III)

DUA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RESESI

& PEREKONOMIAN GLOBAL (2020-22)

● Perlunya koreksi struktur tempaYAN MENJADI 
STRUKTUT BELAH KETUPAT dimana terdapat kelas
menengah yang besar dan kecilnya pelaku informal, 
mikro dan kecil :

(1) dengan program   pembiayaan dan pemberdayaan
yang massif ALA Grament bank Mohammad Yunus . 

(2) untuk memperbesar kelas menengah dengan
alokasi perbankan dari 20% menurut UU menjadi 40-
50%. Sementara korporasi besar jadi pelaku kelas
global  yang kompetitif dengan berbagai incentif. 



TRIMA KASIH 
TRIMA KASIH 
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